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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pornografi berasal dari kata pornē (“prostitute atau pelacuran") dan 
graphein (tulisan). Dalam Encarta Referency Library (Downs, 2005 : 262). 
Dinyatakan bahwa pornografi adalah segala sesuatu yang secara material baik 
berupa film, surat kabar, tulisan, foto, atau lain-lainnya, menyebabkan timbulnya 
atau munculnya hasrat-hasrat seksual. Pengertian yang sama dinyatakan pula 
dalam (Encyclopedia Britannica, 2005 : 65), pornografi adalah penggambaran 
perilaku erotik dalam buku-buku, gambar-gambar, patung-patung, film, dan 
sebaginya, yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Dengan demikian, siapa 
pun yang menyajikan gambar, tulisan, atau tayangan yang mengumbar aurat 
sehingga menimbulkan nafsu atau hasrat-hasrat seksual, memancing birahi dan 
erotisme, dengan sendirinya terlibat dalam perbuatan pornografi. 
Membicarakan seks bukanlah menjadi suatu pembicaraan yang tabu 
walaupun sebagian tradisi di daerah melarang menceritakan tentang perilaku 
seksualitas terkait dengan norma-norma dan nilai-nilai yang mengikatnya 
sehingga banyak individu-individu maupun kelompok tertentu malu menceritakan 
masalah seks. Pemahaman tentang perilaku seksualitas sungguh memprihatinkan, 
apalagi institusi pendidikan masih kurang mengenalkan pelajaran tentang perilaku 
seksualitas dan kesehatan reproduksi karena di anggap masih tabu, bahkan 
kebijakan negara mengenai masalah pornografi, keluarga berencana dan 
permasalahan ini mendoktrin masyarakat sebagai hal yang sungguh privasi bahwa 
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semua permasalahan seks dapat dipelajari dengan sendirinya, hal ini terjadi terkait 
dengan gejala sosial yang mempengaruhi kesadaran individu serta perilakunya 
yang berbeda dari karakteristis psikologis, biologis individu. 
Gejala sosial yang riil merupakan fakta sosial yang harus dipelajari secara 
sistematis dengan metode-metode empiris, seperti yang di ungkapkan oleh ahli 
sosiologis Emile Durkheim sebagai kekuatan yang memaksa, bersifat eksternal. 
Kehadiran kekuatan ini dapat dikenal walaupun tidak di ikuti, baik dengan adanya 
sanksi tertentu maupun perlawanan yang diberikan kepada setiap usaha individu 
yang cendrung melanggarnya (Johnson, 1994 : 174). Fakta sosial terkait dengan 
perilaku seksualitas individu-individu memberikan perspektif bahwa perilaku 
seksualitas menjadi suatu privasi pribadi individu tetapi menjadi akar 
permasalahan sosial yaitu pelacuran sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh 
pihak yang terlibat sebagai suatu yang bersifat kontrak jangka pendek, yang 
memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode 
yang beranekaragam. (Perkins dan Bernnet, 1985 : 74) mengungkapkan kekerasan 
dalam rumah tangga, pekerjaan, kesehatan reproduksi dan ketidakadilan gender.  
Permasalahan terkait dengan perilaku seksualitas dari perspektif gender 
dalam satu fakta sosial riil memberikan penjelasan bahwa pengaturan-pengaturan 
yang mengikat tidak memberikan ruang bebas dalam memberikan solusi 
permasalahan perilaku seksualitas. 
Menjamurnya pornografi tidak lepas dari politik ekonomi liberal dan bebas 
nilai. Suatu konsep dan strategi pemenuahan kebutuhan hidup yang 
menyandarkan pada nilai-nilai rasional dan kebebasan bersaing dengan batasan 
nilai halal dan haram menjadi tidak jelas. Perlunya, situasi sosial dan ekonomi, 
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antara permintaan (demand) dengan penyediaan (supply) yang timpang dan 
semakin langka membuat peluang bisnis yang bebas nilai. Kegagalan Negara-
negara dalam menyediakan lapangan kerja yang layak ini berakibat Negara 
kehilangan daya kekangnya (powerless) secara ekonomis, sehingga praktek-
praktek pornografi dan pornoaksi yang secara moral bertentangan, justru 
dilegalisir sebagai sesuatu yang sah, meskipun harus dilakukan secara terselubung 
(Diah, 2013 : 14). Karenanya, pornografi dan pornoaksi sebagai kegiatan bisnis 
selalu dipandang menguntungkan oleh pemilik modal. 
Pornografi umumnya dijadikan lahan bisnis dan sumber uang oleh 
perusahaan media, baik cetak maupun elektronik. Sebagai contoh beredarnya 
kasus video porno mirip artis terkenal dimanfaatkan secara besar-besaran oleh 
medial televisi terutama pada acara infotainment. Menurut berbagai penelitian 
serta kajian sampai menelan waktu 20 jam per hari secara akumulatif oleh 
berbagai televisi nasional (Witjaksana, Kompas 26 Juli 2010). Pemberitaan dan 
penyajian tayangan cenderung mempertontonkan pornografi serta pornoaksi, 
bahkan penampiran para presenter wanitanya juga cenderung memakai pakaian 
minim yang terkesan dekat dengan indikator pornografi. Materi yang disajikan 
juga sangat jauh dari berita yang mendidik, penyajian gosip terkait aib, 
perselingkuhan, kekerasan, bahkan hedonisme hampir setiap hari ditayangkan. 
Namun, secara realita tayangan infotainmen ini sangat digemari pemirsa dari 
berbagai kalangan dan umur, sehingga acara ini menjadi lahan subur untuk 
pemasangan iklan. Padahal menurut para pengelola televisi, proses produknya 
termasuk kategori murah meriah, tetapi mampu mendatangkan keuntungan yang 
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besar. Sehingga acara ini menjadi lahan bisnis yang menghasilkan keuntungan 
besar bagi perusahaan, walaupun pemberitaan ini sangat jauh dari nilai edukatif. 
Begitu juga produk pornografi lainnya yang dikemas melalui media seperti 
DVD, VCD, buku-buku cerita/novel yang berisikan gambar, tulisan, tanyangan 
porno. Bukan rahasia lagi kalau produksinya dilakukan secara massal dalam 
jumlah besar, sehingga dapat dijual dan diecer dengan harga yang sangat 
terjangkau oleh masyarakat. Dengan prinsip ekonomi “mengorbankan biaya 
sekecil-kecilnya untuk mendapat keuntungan sebesarbesarnya” berlaku untuk 
bisnis pornografi ini, tanpa mempertimbangkan segi kerugian moral dan budaya 
masyarakat secara luas. Sehingga produk ini sangat merusak pendidikan moral 
masyarakat dan memiliki multiple effect yang luar biasa bagi meningkatnya 
kekerasan dan kejahatan seksual yang terjadi di masyarakat. Ironisnya para 
pelakunya tidaklah mudah untuk diberantas. 
Pornografi terkait dengan bisnis memiliki dampak yang sangat luas bagi 
masyarakat baik psikologis, sosial, etis maupun teologis. Secara psikologis, 
pornografi membawa beberapa dampak, antara lain, sikap dan perilaku asosial. 
Selain itu dapat menimbulkan sikap pria yang lebih agresif terhadap perempuan 
dan anak-anak, misalnya terjadi perbuatan pelecehan seksual, pemerkosaan, 
sodomi, dan kekerasan seksual lainnya. Yang lebih serius lagi, bahwa 
pemberitaan tentang pornografi membawa sebagian manusia pada umumnya 
menjadi kurang responsif terhadap penderitaan, kekerasan dan tindakan 
pemerkosaan. Akhirnya pornografi akan menimbulkan kecenderungan yang lebih 
tinggi pada penggunaan kekerasan sebagai bagian dari seks. 
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Adapun dampak sosial ekonomi di masyarakat sangat merugikan, antara 
lain terjadi eksploitasi seksual demi kepentingan ekonomi, seperti perdagangan 
manusia. Indonesia termasuk salah satu negara pengiriman migran untuk tujuan 
seksual ke Malaysia, Singapura maupun Jepang. Eksploitasi seksual demi 
kepentingan ekonomi yang semakin marak dan cenderung dianggap sebagai bisnis 
yang paling menguntungkan. Selain itu, pornografi akan mengakibatkan semakin 
maraknya patologi sosial seperti penyakit kelamin, HIV/AIDS dan meningkatnya 
jumlah anak lahir di luar  nikah atau anak-anak terlantar. Selain itu di masyarakat 
terutama pada generasi muda menjadi kurang menghargai hakekat seksual, 
perkawinan dan rumah tangga. 
Dilihat dari segi moral, pornografi berdampak merusak tatanan norma-
norma dalam masyarakat, merusak nilai moral masyarakat. Bapak Din 
Syamsuddin Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada khotbahnya di hari Idul 
Fitri di Monumen Jogja Kembali, 10 September 2010, menyampaikan saat ini 
sebagian masyarakat kita menjadi  Buta Aksara Moral, karena tidak mampu 
membaca dan menindakkan norma-norma sebagai suatu standar moral di 
masyarakat. Padahal norma-norma dari nilai-nilai seperti nilai cinta kasih, 
kesetiaan, keadilan, dan kejujuran sangat dibutuhkan dalam kehidupan 
bermasyarakat, agar dapat tercipta dan terjamin interaksi yang sehat dan harmonis 
dalam masyarakat manusia dan melanggar aturan agama, yang menciptakan 
keluhuran seksualitas sebagai alat terciptanya penerus dari waktu ke waktu 
dengan sehat dan terhormat. 
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B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik rumusan permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah perkembangan industri pornografi dari tahun ke tahun? 
2. Bagaimanakah perkembangan bisnis pornografi di era globalisasi? 
3. Bagaimanakah pornografi bila dilihat dari sudut pandang ekonomi 
politik? 
4. Bagaimanakah regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah dalam 
industri pornografi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui perkembangan industri pornografi dari tahun ke 
tahun. 
2. Untuk mengetahui perkembangan bisnis pornografi di era globalisasi. 
3. Untuk mengetahui sudut pandang ekonomi politik dalam industri 
pornografi. 
4. Untuk mengetahui aturan-aturan yang diberlakukan pemerintah dalam 
industri pornografi. 
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D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagi Penulis 
Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama 
studi serta menambah wawasan pengetahuan tentang industri pornografi. 
b. Bagi Pemerintah 
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan masukkan 
bagi pemerintah khususnya dalam hal pengetahuan mengenai industri 
pornografi serta aturan-aturan/ regulasi dalam industri pornografi. 
c. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 
atau kajian bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mampu memperbaiki 
dan menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini. 
